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PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 93 TAHUN 2015 

TENTANG 

RUMAH SAKIT PENDIDIKAN 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang  :  bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (3) 

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit 

dan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang 

Pendidikan Kedokteran, perlu menetapkan Peraturan 

Pemerintah tentang Rumah Sakit Pendidikan;  

 

Mengingat  :  1.  Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah 

Sakit (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 153, 

Tambahan Lembaran Negara Nomor 5072); 

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang 

Pendidikan Kedokteran (Lembaran Negara Tahun 2013 

Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5434); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan  :  PERATURAN PEMERINTAH TENTANG RUMAH SAKIT 

PENDIDIKAN. 
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BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:  

1. Rumah Sakit Pendidikan adalah rumah sakit yang 

mempunyai fungsi sebagai tempat pendidikan, penelitian, 

dan pelayanan kesehatan secara terpadu dalam bidang 

pendidikan kedokteran dan/atau kedokteran gigi, 

pendidikan berkelanjutan, dan pendidikan kesehatan 

lainnya secara multiprofesi. 

2. Institusi Pendidikan adalah perguruan tinggi yang 

menyelenggarakan pendidikan akademik, profesi, 

dan/atau vokasi di bidang kedokteran, kedokteran gigi, 

dan/atau kesehatan lain.  

3. Perjanjian Kerja Sama adalah dokumen tertulis dalam hal 

penggunaan rumah sakit sebagai tempat pendidikan 

untuk mencapai kompetensi sebagai tenaga kesehatan.  

4. Mahasiswa adalah mahasiswa kedokteran, mahasiswa 

kedokteran gigi, atau mahasiswa bidang kesehatan lain 

sebagai peserta didik pada pendidikan akademik, profesi, 

dan vokasi yang menjalankan pembelajaran klinik di 

rumah sakit pendidikan.  

5. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia 

yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik 

Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri 

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945.  

6. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin 

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 

kewenangan daerah otonom. 

7. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan di bidang kesehatan. 

 

Pasal 2 

Pengaturan mengenai Rumah Sakit Pendidikan bertujuan: 

www.peraturan.go.id

http://www.peraturan.go.id


2015, No.295 -3- 

a. menjamin terselenggaranya pelayanan kesehatan yang 

dapat digunakan untuk pendidikan dan penelitian bidang 

kedokteran, kedokteran gigi, dan kesehatan lain dengan 

mengutamakan kepentingan dan keselamatan 

pasien/klien; 

b. memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi 

pasien/klien, pemberi pelayanan, Mahasiswa, dosen, 

subyek penelitian bidang kedokteran, kedokteran gigi, 

dan kesehatan lain, peneliti, penyelenggara Rumah Sakit 

Pendidikan, serta Institusi Pendidikan; dan 

c. menjamin terselenggaranya pelayanan, pendidikan, dan 

penelitian bidang kedokteran, kedokteran gigi, dan 

kesehatan lain yang bermutu. 

 

BAB II  

FUNGSI DAN TUGAS RUMAH SAKIT PENDIDIKAN 

 

Pasal 3 

Rumah Sakit Pendidikan memiliki fungsi pelayanan, 

pendidikan, dan penelitian bidang kedokteran, kedokteran 

gigi, dan kesehatan lain. 

 

Pasal 4 

(1) Dalam menjalankan fungsi pelayanan bidang kedokteran, 

kedokteran gigi, dan kesehatan lain sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 3, Rumah Sakit Pendidikan 

bertugas menyelenggarakan pelayanan kesehatan 

terintegrasi dengan mengutamakan tata kelola klinis yang 

baik, perkembangan ilmu dan teknologi kedokteran, 

kedokteran gigi, dan kesehatan lain berbasis bukti dengan 

memperhatikan aspek etika profesi dan hukum kesehatan. 

(2) Pelayanan bidang kedokteran, kedokteran gigi, dan 

kesehatan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilaksanakan sesuai kebutuhan medis pasien/klien, 

standar pelayanan, dan mengutamakan keselamatan 

pasien/klien. 
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Pasal 5 

(1) Dalam menjalankan fungsi pendidikan bidang kedokteran, 

kedokteran gigi, dan kesehatan lain sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 3, Rumah Sakit Pendidikan 

bertugas: 

a. menyediakan dosen yang melakukan bimbingan dan 

pengawasan terhadap Mahasiswa dalam memberikan 

pelayanan klinis sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan; 

b. berperan serta dalam menghasilkan dokter, dokter gigi, 

dokter layanan primer, dokter spesialis-subspesialis, 

dan/atau dokter gigi spesialis-subspesialis, dan tenaga 

kesehatan lain; 

c. membina rumah sakit dan tempat pendidikan lain di 

dalam jejaring Rumah Sakit Pendidikan; dan 

d. menyediakan pasien/klien dengan variasi kasus dan 

jumlah yang sesuai dengan kebutuhan pendidikan. 

(2) Tugas Rumah Sakit Pendidikan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dilakukan dalam rangka mencapai 

kompetensi tenaga kesehatan. 

 

Pasal 6 

(1) Dalam menjalankan fungsi penelitian bidang kedokteran, 

kedokteran gigi, dan kesehatan lain sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 3, Rumah Sakit Pendidikan 

bertugas: 

a. melaksanakan penelitian translasional dan/atau 

penelitian di bidang ilmu dan teknologi kedokteran, 

kedokteran gigi, dan kesehatan lainnya; 

b. menilai, menapis, dan/atau mengadopsi teknologi 

kedokteran dan/atau kedokteran gigi, serta teknologi 

kesehatan lainnya; 

c. mengembangkan pusat unggulan bidang kedokteran 

spesialistik-subspesialistik dan/atau kedokteran gigi 

spesialistik-subspesialistik, serta spesialisasi bidang 

kesehatan lainnya; 
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d. mengembangkan penelitian dengan tujuan untuk 

kemajuan pendidikan kedokteran, kedokteran gigi, dan 

kesehatan lainnya; dan 

e. mengembangkan kerjasama dengan pelaku industri 

bidang kesehatan dan pihak lain yang terkait. 

(2) Penelitian bidang kedokteran, kedokteran gigi, dan 

kesehatan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilakukan oleh dosen, Mahasiswa, dan peneliti lain dengan 

memperhatikan etika penelitian sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

Hasil penelitian bidang kedokteran, kedokteran gigi, dan 

kesehatan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib 

disebarluaskan dengan cara diseminarkan dan/atau 

dipublikasikan dalam jurnal ilmiah nasional dan/atau 

international yang terakreditasi kecuali hasil penelitian 

yang bersifat rahasia, berpotensi mengganggu, dan/atau 

membahayakan kepentingan umum.  
 

Pasal 7 

Fungsi penelitian bidang kedokteran, kedokteran gigi, dan 

kesehatan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 menjadi 

tanggung jawab bersama antara Menteri dan menteri yang 

bertanggung jawab di bidang riset, teknologi, dan pendidikan 

tinggi.  
 

Pasal 8 

Ketentuan lebih lanjut mengenai fungsi pelayanan, 

pendidikan, dan penelitian bidang kedokteran, kedokteran 

gigi, dan kesehatan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

4, Pasal 5, dan Pasal 6 diatur dengan Peraturan Menteri 

setelah berkoordinasi dengan menteri yang bertanggung jawab 

di bidang riset, teknologi, dan pendidikan tinggi. 
 

BAB III 

JENIS RUMAH SAKIT PENDIDIKAN 
 

Pasal 9 

Jenis Rumah Sakit Pendidikan terdiri atas: 

www.peraturan.go.id

http://www.peraturan.go.id

